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Abstrak 
“Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran 
Hukum Administrasi Negara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
Eksistensi Majelis Pengawas Daerah pada Jabatan Notaris ditinjau dalam konstruksi 
ajaran Hukum Administrasi Negara dan untuk mengetahui pengaturan Majelis Pengawas 
Daerah dalam UndangUndang Jabatan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
No.49/PUU-X/2012 Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif (Normatif 
Legal Research). Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research) adalah penelitian 
hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud 
adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, perjanjian serta dokrin (ajaran). Pelimpahan kewenangan pembinaan dan 
pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada MPN dan MKN secara hukum 
administrasi negara tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan 
delegasi. Oleh karena tidak memenuhi legalitas tersebut, maka pembentukan MPN dan 
MKN menjadi cacat yuridis. Akibatnya, posisi MPN dan MKN sebagai pengawas notaris 
tidak jelas kedudukannya karena dia bukan sebagai bagian dari pemerintah tapi juga 
bukan sebagai suatu badan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 
tanggal 28 Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 
Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada 
kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-undang No 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan 
Implikasi Yuridis terhadap Eksistensi MPD. 
 
Kata Kunci : Eksistensi, Pengawasan, Ajaran Hukum Administrasi Negara. 

 
Abstract 

 
"The Existence of the Regional Supervisory Council of Notary Positions is Reviewed in the 
Construction of State Administrative Law Teachings". The purpose of this study is to 
analyze the existence of the Regional Supervisory Council in the Notary Position in terms 
of the construction of State Administrative Law teachings and to determine the 
arrangement of the Regional Supervisory Council in the Notary Position Act after the 
decision of the Constitutional Court No.49/PUU-X/2012 This research is a Normative 
Legal Research (Normative Legal Research). Normative Legal Research is legal research 
that places law as a system of norms. The system of norms in question is about principles, 
norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines 
(teachings). The delegation of authority for guidance and supervision from the Minister 
of Law and Human Rights to the MPN and MKN legally does not have legality in state 
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administration originating from the delegation's authority. Because it does not meet the 
legality, the formation of MPN and MKN becomes a juridical defect. As a result, the 
position of MPN and MKN as notary supervisors is unclear because they are not part of 
the government but also not a legal entity. Constitutional Court Decision No. 49/PUU-
X/2012 dated 28 May 2012 on Judicial review of Article 66 Paragraph 1 of Law No. 30 of 
2004 concerning the authority of the Regional Supervisory Council, which has an effect 
on the authority of the Regional Supervisory Council contained in Law No. 30 of 2004 
concerning the Position of a Notary. The existence of this Constitutional Court's decision 
raises Juridical Implications for the Existence of the MPD. 
 
Keywords: Existence, Supervision, Teaching of State Administrative Law. 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penentapan dan peristiwa hukum 

yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. 

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang 

menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani 

kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik 

hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa 

notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:1 

1. Memiliki integritas moral yang mantap;  

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;  

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;  

4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya.  

Keberadaan notaris terdapat didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(didalam buku ke empat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Dan alat bukti utama 

                                                           
1
 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, 2003, hlm. 93. 



Jurnal Pena Hukum (JPH) 
Fakultas Hukum Universitas Pamulang 
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang 
Selatan, 15310- Indonesia 

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566 
ISSN:  -  (Cetak), ISSN:  -  (Online) 
E-mail: penahukum@unpam.ac.id 

Open Access at: http://openjournal.unpam.ac.id/JPH 

 

di dalam buku hukum perdata adalah bukti tertulis dan bukti tertulis yang paling sah 

adalah Akta autentik. Dan itu merupakan alat bukti yang sempurna sehingga dapat 

menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa.  

Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disebut HAN) adalah sekumpulan 

peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam 

berbagai dimensi sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.  HAN yang berkenaan dengan 

pemerintahan dalam arti sempit (Bestuursrecht of administrative recht omvat regels, 

die betrekking hebben op de administratie); yaitu hukum yang cakupannya mengatur 

hal-hal sebagai berikut: 

          a.  Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik 

b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 

didalamnya diatur mengenai darimana, dengan cara apa, dan bagaimana 

pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan itu 

dituangkan dalam bentuk instrument hukum, karena itu diatur pula tentang 

pembuatan dan penggunaan instrument hukum. 

c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan 

pemerintahan itu 

         d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.2 

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel 

atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini 

tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, 

artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. 

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

tersebut di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.3 Dalam hal 

pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi (delegant) tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 

                                                           
2
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2018.hlm. 46 

3
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2018.hlm. 101 
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delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan 

perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak 

diperkenankan adanya delegasi. 

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk 

meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.4 

        Salah satu kewenangan MPD adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) 

UUJN, yang menentukan; Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, 

penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:  

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan  notaris; 

dan  

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang 

dibuatnya atau Protocol Notaries yang berada dalam penyimpanan notaris. 

             Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 

2013 dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan MPD” 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK Nomor 49/ PUU-

X/2012 berimplikasi terhadap kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) 

masing-masing tingkatan (MPD,MPW dan MPP) khususnya kewenangan MPD. Oleh 

karenanya dipandang perlu untuk meneliti tugas dan wewenang MPD pasca Putusan 

MK Nomor 49/PUU-X/2012.5 

  Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai urgensi eksistensi MPD dengan judul “Eksistensi 

Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi 

Ajaran Hukum Administrasi Negara”. 

                                                           
4
 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10, lihat juga pada J.B.J.M. ten Berge, op.cit., hlm. 89-90. 
5
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012 telah membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah” Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 
mengakibatkan hilangnya kewenangan MPD yakni terkait pemberian persetujuan terkait proses peradilan oleh penyidik, 
penuntut umum, atau hakim 
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B. PERMASALAHAN 

          Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :  

          1. Bagaimana eksistensi Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris ditinjau dalam konstruksi ajaran Hukum Administrasi Negara? 

          2. Bagaimana Implikasi keberadaan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 ? 

 

C. METODE PENELITIAN 

        Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga 

penelitian hukum kepustakaan  yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini 

dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Dalam 

penelitian hukum normatif , hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

perundang-undangan (law in the book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.6 

“Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum 

dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas.”7 

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu: 

a.  Pendekatan Statuta/Peraturan Perundang-undangan (Statuta Approach). 

          Penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti 

melalui sumber bacaan, menganalisa peraturan perundang-undangan maupun 

dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat kabar, internet dan sumber 

lainnya yang berhubungan dengan judul tesis ini.  

“Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

                                                           
6
 UNPAM, Pedoman Penelitian Tesis, (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang,2020),hlm.16. 

7
 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.24. 



Jurnal Pena Hukum (JPH) 
Fakultas Hukum Universitas Pamulang 
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang 
Selatan, 15310- Indonesia 

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566 
ISSN:  -  (Cetak), ISSN:  -  (Online) 
E-mail: penahukum@unpam.ac.id 

Open Access at: http://openjournal.unpam.ac.id/JPH 

 

Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti 

untuk mempelajari adakah konsitensi dan kesesuaian.”8 

b.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

                  Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab 

pemahaman terhadap pandangan/dokrin yang berkembang dalam ilmu hukum 

dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

“pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum 

untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga 

melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi.”9 

                Penelitian ini bersumberkan pada sumber data penelitian sekunder. Adapun 

untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data dari mana 

data itu diperoleh : 

a. Data hukum primer, yaitu data-data hukum yang mengikat, yang berupa sumber 

hukum nasional yang diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang 

berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, 

antara lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan putusan MK No.49/PUU-X/2012. 

b. Data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan 

perpustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku dari para 

ahli/sarjana yang berhubungan/berkaitan dengan obyek penelitian ini, buku 

penunjang berupa sumber lainnya termasuk materi di internet, literatur, jurnal, yang 

relevan dengan topik kajian dan dianggap menunjang data penelitian. 

c. Data tersier, merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer 

dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain 

sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

                                                           
8
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum,(Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92. 

9
 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007}, 

hlm. 306. 
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             Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi 

dokumen atau bahan pustaka (documentary study), yaitu teknik pengumpulan bahan 

hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data 

tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis 

isi data tersebut. 

             Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan 

menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (Theoritical 

Interpretation) yang ada.10 Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang di teliti 

  

D. PEMBAHASAN 

          A. Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Daerah di tinjau dari ajaran 

Hukum Administrasi Negara 

             Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan 

ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti 

dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.11 

Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris 

berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang 

isi  sebagai berikut :  

(1)  Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.  

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menteri membentuk Majelis Pengawas.  

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) 

orang, terdiri atas unsur: 
                                                           

10
 Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 93. 
11

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 102 
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a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;  

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan  

c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.  

(4)  Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari 

unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.  

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan 

pelaksanaan jabatan notaris.  

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 

bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris 

             Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang sebelumnya 

melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Undang-Undang No. 2 Tahun 

2014 ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh majelis pengawas daerah dan 

majelis kehormatan notaris.  

             Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang 

secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum 

publik.  Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dala kajian hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara.  Begitu pentingnya kedudukan 

kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai 

konsep inti dalam hukum tata negaa dan hukum administrasi negara. Philipus M. 

Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, 

Atribusi, Delegasi, dan Mandat. 

Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan 

Sdr Kant Kamal. Amar putusan MK pada intinya membatalkan frasa dengan 

persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pasal yang diuji. Dengan 

demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan 

persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini final and binding dan 

harus ditaati.  
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              Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan MPD yang 

diatur dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Hal ini karena telah dilakukannya uji materil ke Mahkamah 

Konstitusi Pasal 66 UUJN terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 oleh Pemohon (Kant Kamal) yang merasa hak konstitusinya telah dilanggar 

dengan berlakunya Pasal 66 UUJN tersebut. 

Putusan MK tersebut mengakibatkan kewenangan MPD dalam Pasal 66 ayat 1 

Undang-Undang Jabatan Notaris telah hilang dan tidak dapat digunakan lagi 

sebagai kewenangan MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. 

Implikasi dari putusan MK tersebut adalah bahwa perlindungan bagi notaris dalam 

menjalankan tugasnya terutama menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya menjadi 

hilang karena apabila penyidik, penuntut umum dan hakim akan memanggil 

notaris baik sebagai saksi atau tersangka dapat memanggil langsung notaris yang 

bersangkutan. 

              Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 maka majelis 

pengawas daerah notaris tidak lagi mempunyai kewenangan melaksanakan 

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Kewenangan mana saat ini diberikan kepada majelis kehormatan notaris 

dengan dicantumkan pada ketentuan Pasal 66A Undang-Undang nomor 2 tahun 

2014 dan juga diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis 

Kehormatan Notaris. 

             Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan oleh 

hukum (wetmatigheid van Bestuur). Oleh karena itu, administrasi negara sebelum 

menjalankan harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).   

 

B. Implikasi keberadaan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.49/PUU-X/2012 

              Kewenangan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 10 

ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

8 Tahun 2011 tentang MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap 
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UUD. Dengan kewenangan itu, MK dapat menguji dan bahkan membatalkan suatu 

undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Jika bertentangan 

Hakim MK memberikan keputusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian 

materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi 

berlaku mengikat untuk umum. Konsekuensinya semua pihak harus mematuhi 

perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan MK dan 

mengimplementasikannya.  

               Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah suatu perbuatan hukum yang 

mempunyai akibat dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat hukum 

yang ditimbulkan mempunyai dampak terhadap suatu aturan hukum atau 

perbuatan hukum yang ada. 

 

 

 

E. PENUTUP 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas terkait dengan  

penelitian penulis yang berjudul Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris 

Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran Hukum Administrasi Negara,maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:         

1. Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan dari Menteri Hukum dan 

HAM kepada MPN dan MKN secara hukum administrasi negara tidak memiliki 

legalitas yang berasal dari sumber kewenangan delegasi. Karena pelimpahan delegasi 

mensyaratkan harus pada suatu organ lain, yaitu suatu badan hukum dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena tidak memenuhi legalitas tersebut, maka 

pembentukan MPN dan MKN menjadi cacat yuridis. Akibatnya, posisi MPN dan 

MKN sebagai pengawas notaris tidak jelas kedudukannya karena dia bukan sebagai 

bagian dari pemerintah tapi juga bukan sebagai suatu badan hukum.  

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap 

Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang 

kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada kewenangan Majelis 

Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang 
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jabatan notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan implikasi 

yuridis terhadap eksistensi MPD, yaitu :  

a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 66 ayat 1 Undang-

undang No 30 Tahun 2004 tidak berlaku lagi.  

b. Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan tidak perlu lagi 

meminta izin kepada MPD saat memeriksa Notaris. 
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